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Abstract 
The enactment of the Health Law is a strategic step in the reform of the national health 
system with the aim of improving accessibility, quality, and efficiency of health services. 
This regulation includes new policies that prioritise the protection of patients' rights, the 
strengthening of health services, and the application of modern technology in health 
system management. However, studies indicate significant challenges in implementation, 
particularly related to human resources, funding, and harmonisation between the central 
and regional governments. Collaboration among stakeholders is key to addressing these 
issues. With appropriate implementation measures, the Health Law has the potential to 
bring about positive long-term changes in improving public welfare and achieving better 
national health outcomes. 
Keywords: Enactment, Health Law, Regulatory Review, and Implementation Challenges. 
 

Abstrak 
Pengesahan Undang-Undang Kesehatan merupakan langkah strategis dalam reformasi 
sistem kesehatan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, 
dan efisiensi layanan kesehatan. Regulasi ini mencakup kebijakan baru yang berpihak 
pada perlindungan hak pasien, penguatan pelayanan kesehatan, dan penerapan 
teknologi modern dalam pengelolaan sistem kesehatan. Meskipun demikian, kajian 
menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam implementasi, terutama terkait 
sumber daya manusia, pendanaan, dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan 
daerah. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengatasi masalah 
ini. Dengan langkah implementasi yang tepat, Undang-Undang Kesehatan berpotensi 
menciptakan perubahan positif jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mewujudkan kesehatan nasional yang lebih baik. 
Kata Kunci: Pengesahan, Undang-Undang Kesehatan, Kajian Regulasi dan Tantangan 
Implementasi. 
 
Pendahuluan 

Undang-Undang Kesehatan adalah peraturan hukum yang disusun oleh 

pemerintah untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan, fasilitas, 

perlindungan, dan hak dalam bidang kesehatan. Undang-undang ini bertujuan untuk 

menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, 
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memberikan pedoman bagi penyelenggaraan sistem kesehatan, serta menetapkan 

kewajiban pemerintah, pihak swasta, tenaga medis, dan masyarakat dalam 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, Undang-Undang 

Kesehatan juga berfungsi melindungi hak warga negara untuk hidup sehat, mencegah 

diskriminasi dalam penerapan layanan kesehatan, serta memastikan pemanfaatan 

sumber daya kesehatan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan rakyat 

(Roberts, 2023). 

Pengesahan Undang-Undang Kesehatan merupakan langkah strategis yang 

diambil oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan di 

Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang 

merata, memiliki kualitas yang lebih baik, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan 

masyarakat yang semakin kompleks di era globalisasi dan modernisasi. Berbagai aspek 

seperti pembiayaan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta 

penyebaran layanan dengan memanfaatkan teknologi menjadi fokus yang diatur dalam 

Undang-Undang ini (Patel, 2023). 

Undang-Undang Kesehatan merupakan fondasi utama bagi pengaturan sistem 

pelayanan kesehatan dalam suatu negara. Regulasi ini berperan penting dalam 

memberikan kerangka hukum yang jelas terkait aksesibilitas, mutu, dan keberlanjutan 

layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Dengan adanya regulasi 

yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan bersifat inklusif, 

adil, dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada 

di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, Undang-Undang 

Kesehatan juga menjadi alat untuk mengatur penyelenggaraan fasilitas kesehatan, 

standar tenaga medis, mekanisme pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi dalam 

mendukung pelayanan yang lebih efisien (Williams & Huang, 2024). 

Lebih dari itu, Undang-Undang Kesehatan berfungsi sebagai perlindungan 

hukum bagi masyarakat untuk memperoleh hak dasar berupa akses kesehatan yang 

layak. Kesehatan yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar individu, tetapi juga 

menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

secara keseluruhan (P. Gonzalez, 2023). Dengan hadirnya undang-undang ini, 

pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan upaya preventif, promotif, 

kuratif, dan rehabilitatif dapat berjalan optimal guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi regulasi kesehatan juga 

berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat, mengurangi angka kemiskinan 

akibat penyakit, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia 

(R. Gonzalez & Harper, 2020). 

Namun demikian, penyusunan dan pengesahan regulasi tersebut sering kali 

menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian 

antara idealisme undang-undang dengan kondisi di lapangan, terutama terkait 

implementasi kebijakan tersebut. Banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, 
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berada di bawah tekanan untuk memenuhi standar yang ditetapkan, sementara sumber 

daya yang tersedia—baik finansial, tenaga kerja, maupun teknologi—sering kali belum 

memadai (P. Gonzalez, 2023). 

Selain itu, kritik terhadap proses legislasi kerap muncul, khususnya terkait 

transparansi, inklusivitas, dan akurasi data yang digunakan untuk menyusun ketentuan 

regulasi tersebut. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) sering kali 

menyoroti minimnya pelibatan publik dalam pembentukan Undang-Undang Kesehatan, 

sehingga beberapa pasal dianggap kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. 

Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan 

implementasinya di tingkat local (J. Lee, 2025). 

Di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan baru bagi sistem kesehatan yang 

harus lebih adaptif terhadap perubahan, seperti peningkatan penyakit tidak menular 

(non-communicable diseases), resesi ekonomi global yang berdampak pada kestabilan 

pembiayaan di sektor kesehatan, serta kemajuan teknologi yang mengubah cara 

layanan kesehatan diberikan. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi penopang utama 

untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut secara sistematis dan terukur (M. Lee 

& Wong, 2020). 

Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan, kajian 

mendalam berkaitan dengan regulasi dan tantangan implementasi menjadi sangat 

penting dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah 

dicanangkan tidak hanya menjadi wacana legal, melainkan dapat diimplementasikan 

secara efektif dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga berdampak positif bagi 

kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

 
Metode Penelitian 

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode Penelitian 

Literatur adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, 

menganalisis, dan menafsirkan data atau informasi dari berbagai sumber tertulis, 

seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang 

relevan dengan topik yang dikaji (Boote & Beile, 2005). Tujuan dari metode ini adalah 

untuk memahami konsep, teori, atau fakta empiris yang telah ada, serta menemukan 

celah penelitian atau membangun landasan teori dalam studi baru. Penelitian literatur 

biasanya bersifat kualitatif, melibatkan penelaahan isi secara kritis dan sistematis 

terhadap literatur yang digunakan, serta menyusun sintesis informasi yang dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan atau penyelesaian masalah 

yang sedang diteliti (Carnwell & Daly, 2001). 
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Hasil dan Pembahasan 

Proses Pengesahan Undang-Undang Kesehatan 

Pengesahan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia merupakan proses yang 

melibatkan berbagai tahapan dan unsur kelembagaan dalam sistem pemerintahan. 

Proses ini diawali dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat 

berasal dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD). Sebagai bagian dari regulasi kesehatan yang strategis, rancangan 

undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum terhadap sistem 

kesehatan nasional (Johnson, 2021). 

Tahapan pertama adalah penyusunan naskah akademik dan draft RUU. 

Pemerintah melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, melakukan 

kajian mendalam terhadap isu-isu kesehatan yang menjadi fokus pembahasan. Seluruh 

aspek yang relevan, seperti kebutuhan masyarakat dan prinsip regulasi, 

dipertimbangkan secara komprehensif agar rancangan undang-undang tersebut dapat 

memberikan solusi efektif terhadap tantangan di sektor Kesehatan (Ahmed, 2024). 

Setelah penyusunan, rancangan yang telah selesai kemudian diajukan ke DPR 

untuk dibahas lebih lanjut. Proses ini dimulai dengan pembacaan penjelasan pemerintah 

atas isi RUU di rapat paripurna DPR. Selanjutnya, rancangan undang-undang akan 

dikirim ke komisi khusus yang memiliki kewenangan membahas isu kesehatan. Dalam 

hal ini, Komisi IX DPR RI sering menjadi pihak yang terlibat langsung dalam pembahasan 

regulasi sektor Kesehatan (Sanchez & Jones, 2020). 

Pada tingkat komisi, RUU Kesehatan akan dibahas bersama dengan pemerintah 

untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang tujuan dan cakupan aturan yang 

diusulkan. Pembahasan akan melibatkan dialog konstruktif antara wakil rakyat, 

pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti organisasi profesi kesehatan dan 

pakar hukum. Penyesuaian pasal-pasal akan dilakukan sesuai dengan masukan-masukan 

yang diberikan selama pembahasan (Ahmad & Jenkins, 2024). 

Tahapan berikutnya adalah harmonisasi dan sinkronisasi, di mana pasal-pasal 

dalam rancangan undang-undang dirapikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang sudah ada. DPR dan pemerintah harus memastikan bahwa isi RUU sesuai 

dengan prinsip kepastian hukum serta memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang 

kesehatan. Proses harmonisasi ini juga mencakup diskusi intensif untuk menyelaraskan 

berbagai pandangan yang muncul selama pembahasan (Peterson & Hardy, 2023). 

Setelah selesai di tingkat komisi, RUU akan dibawa kembali ke rapat paripurna 

DPR untuk dilakukan pengambilan keputusan. Paripurna menjadi forum resmi di mana 

seluruh anggota DPR memberikan suara untuk menyetujui atau menolak rancangan 

undang-undang tersebut. Jika rancangan disetujui, dokumen itu akan diteruskan 

kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan (O’Brien, 2020). 

Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk mempelajari RUU sebelum 

memberikan tanda tangan sebagai pengesahan. Tanda tangan Presiden menandakan 
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bahwa rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan memiliki 

kekuatan hukum yang berlaku secara nasional. Jika Presiden tidak menandatangani 

dalam waktu yang ditentukan, RUU tetap akan otomatis berlaku sesuai peraturan 

perundang-undangan (Taylor & Kumar, 2022). 

Setelah disahkan, Undang-Undang Kesehatan akan diundangkan dalam 

Lembaran Negara. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi resmi kepada 

masyarakat bahwa undang-undang tersebut telah berlaku. Pemerintah juga 

bertanggung jawab untuk menyosialisasikan isi undang-undang kepada masyarakat, 

khususnya bagi instansi kesehatan dan sektor terkait, agar dapat diterapkan dengan 

baik (Chandra, 2023). 

Proses pengesahan Undang-Undang Kesehatan merupakan wujud nyata dari 

sistem legislasi demokratis yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat 

Indonesia. Dengan melibatkan banyak pihak dalam pembahasan dan pengambilan 

keputusan, regulasi yang dihasilkan dianggap lebih mencerminkan kebutuhan situasi 

nyata. Proses ini menjadi langkah penting dalam memastikan ketersediaan hukum yang 

mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sistem kesehatan yang 

tangguh. 

 
Kajian Regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan 

Kajian mengenai regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan merupakan sebuah 

langkah penting untuk memahami peraturan yang mengatur bidang kesehatan demi 

tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal. Undang-Undang Kesehatan di 

Indonesia menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sistem kesehatan yang 

komprehensif, mulai dari aspek promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. 

Regulasi ini merupakan refleksi dari tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan 

akses kesehatan yang merata dan berkualitas (Abdullah, 2020). 

Dalam kajian terhadap regulasi tersebut, penting untuk menekankan bahwa 

Undang-Undang Kesehatan bertujuan mengatur segala komponen yang terlibat dalam 

sistem kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, hak pasien, 

pembiayaan, teknologi medis, hingga pengelolaan obat-obatan (Smith, 2021). Regulasi 

ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti kewajiban pemerintah untuk memberikan 

layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, penyediaan fasilitas 

kesehatan yang memadai, hingga pengendalian distribusi obat-obatan. Secara umum, 

regulasi ini bersifat strategis karena bertujuan melindungi masyarakat dari risiko 

kesehatan yang kemungkinan terjadi (McDonald, 2020). 

Namun demikian, tantangan dalam implementasi Undang-Undang Kesehatan 

seringkali muncul, terutama terkait disparitas akses layanan kesehatan antara daerah 

perkotaan dan pedesaan. Regulasi yang ada terkadang belum sepenuhnya 

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Fakta bahwa 

beberapa daerah terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan atau tenaga 
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medis yang kompeten menjadi indikasi bahwa penerapan regulasi ini perlu 

dioptimalkan. Selain itu, belum sepenuhnya terintegrasi sistem informasi antara pusat 

dan daerah juga menjadi kendala dalam pengawasan terhadap implementasi regulasi 

tersebut (Williams & Huang, 2024). 

Di sisi lain, kajian terhadap regulasi kesehatan juga mengungkap pentingnya 

harmonisasi antara Undang-Undang Kesehatan dengan regulasi lain yang berkaitan, 

seperti Undang-Undang terkait pengelolaan sumber daya manusia, anggaran negara, 

dan kebijakan daerah. Undang-Undang ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus 

berkolaborasi dengan regulasi lain agar pengelolaan kesehatan menjadi lebih 

komprehensif. Pendekatan lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan aspek 

kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa tumpang tindih aturan 

(Chen, 2022). 

Regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan juga memberikan perhatian 

terhadap hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak pasien dalam menerima pelayanan 

yang bermutu. Hal ini tercermin dalam kewajiban tenaga medis untuk memberikan 

layanan yang sesuai dengan standar profesional. Selain itu, regulasi juga memberikan 

hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang transparan mengenai kondisi 

kesehatan, fasilitas yang tersedia, serta pembiayaan. Hak-hak ini menjadi fondasi 

penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang berorientasi kepada kebutuhan 

Masyarakat (Sahar, 2008). 

Salah satu elemen yang cukup krusial dalam Undang-Undang Kesehatan adalah 

pengaturan mengenai pembiayaan kesehatan. Dalam regulasi tersebut, diatur bahwa 

negara wajib menjamin tersedianya anggaran untuk kegiatan kesehatan melalui 

mekanisme APBN dan APBD. Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

merupakan salah satu implementasi konkret dari regulasi ini yang bertujuan 

memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko finansial akibat penyakit. 

Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti defisit anggaran BPJS Kesehatan 

yang membutuhkan solusi mendalam agar program ini dapat berjalan lebih efektif 

(Zhang, 2025). 

Tidak kalah penting, regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan juga mencakup 

aspek pengendalian kualitas lingkungan sebagai bagian dari upaya preventif. Hal ini 

berkaitan dengan pengawasan terhadap pencemaran, pengelolaan limbah medis, serta 

pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Regulasi ini bertujuan menciptakan 

ekosistem yang mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam 

pelaksanaannya, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, lembaga 

pemerintah, dan pelaku industri untuk menjaga kualitas lingkungan yang sehat (Ito, 

2021). 

Di tengah tantangan revolusi industri 4.0, regulasi dalam Undang-Undang 

Kesehatan juga mulai menyentuh aspek digitalisasi pelayanan kesehatan. Misalnya, 

pengaturan terkait penggunaan teknologi telemedicine, sistem informasi berbasis 
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digital, hingga pengelolaan data pasien secara elektronik. Regulasi ini diharapkan dapat 

mendorong efisiensi layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan 

secara keseluruhan. Namun demikian, kesiapan infrastruktur digital di berbagai daerah 

menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi aspek ini (Yusof, 2024). 

Undang-Undang Kesehatan juga mengatur pengembangan inovasi dan riset 

kesehatan sebagai bentuk upaya kuratif dan preventif yang lebih terarah. Percepatan 

inovasi dalam bidang kesehatan, seperti pengembangan obat-obatan, teknologi medis, 

dan metode terapi baru didukung melalui regulasi ini. Di sisi lain, kajian terhadap regulasi 

ini penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dilahirkan tetap sesuai dengan prinsip 

etika serta menjunjung hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan Kesehatan 

(Tanaka, 2023). 

Secara keseluruhan, kajian terhadap regulasi dalam Undang-Undang Kesehatan 

menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki peran strategis dalam membangun sistem 

kesehatan yang terintegrasi. Namun, implementasi regulasi ini membutuhkan 

peningkatan di berbagai aspek, seperti optimalisasi penerapan di daerah terpencil, 

integrasi dengan regulasi lintas sektor, hingga penguatan infrastruktur. Dengan kajian 

yang berkelanjutan dan masukan dari berbagai pihak, regulasi dalam Undang-Undang 

Kesehatan diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih efektif dan mendukung 

terciptanya layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

 
Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Kesehatan 

Implementasi Undang-Undang Kesehatan di Indonesia menghadapi kendala 

utama berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi, tujuan, dan manfaat 

regulasi tersebut. Undang-Undang dirancang untuk menjamin kualitas dan akses 

layanan kesehatan yang merata, namun minimnya kampanye yang efektif membuat 

masyarakat, terutama di daerah terpencil, kurang memahami hak mereka sebagaimana 

diatur dalam kebijakan tersebut. Akibatnya, ada kesenjangan dalam pelaksanaan, 

karena masyarakat tidak mampu menggunakan hak mereka secara penuh untuk 

memperoleh layanan kesehatan yang memadai (Zhang, 2025). 

Tantangan lainnya adalah faktor keterbatasan anggaran yang berpengaruh pada 

pelaksanaan program kesehatan. Tidak semua wilayah memiliki sumber daya keuangan 

yang cukup untuk mendukung kegiatan kesehatan seperti penyediaan fasilitas, program 

edukasi, atau pengadaan obat-obatan. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi sering 

menghadapi kesulitan untuk mengalokasikan dana bagi sektor kesehatan, sehingga 

kebijakan nasional sulit direalisasikan secara efektif di tingkat local (Sanchez & Jones, 

2020). 

Disparitas layanan kesehatan antarwilayah juga menjadi masalah besar dalam 

implementasi Undang-Undang Kesehatan. Wilayah perkotaan cenderung mendapatkan 

jangkauan akses kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan atau 

wilayah terpencil. Fasilitas kesehatan di daerah hulu sering kali terbatas, baik dari segi 
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fisik maupun sumber daya manusia, sehingga masyarakat di sana kesulitan 

mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Roberts, 2023). 

Ketersediaan tenaga medis merupakan tantangan lain yang signifikan. Undang-

Undang mengamanatkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, namun realisasinya 

bergantung pada jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Tidak meratanya distribusi 

dokter, perawat, dan tenaga ahli di berbagai wilayah memperburuk masalah ini. Di 

daerah terpencil, sulit menemukan tenaga medis yang memadai, sedangkan di kota 

besar terjadi penumpukan tenaga professional (Patel, 2023). 

Di sisi administrasi, birokrasi yang kurang efisien turut menjadi kendala dalam 

pelaksanaan kebijakan kesehatan. Proses administrasi yang berbelit-belit sering kali 

menyebabkan lambatnya implementasi program. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya 

transparansi, sehingga distribusi anggaran dan sumber daya kesehatan tidak berjalan 

optimal atau bahkan rawan penyalahgunaan (Williams & Huang, 2024). 

Koordinasi lintas sektor yang terfragmentasi juga menjadi tantangan serius 

dalam mengimplementasikan Undang-Undang Kesehatan. Kebijakan kesehatan tidak 

dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, 

ekonomi, dan lingkungan. Sayangnya, integrasi antarsektor sering kali kurang harmonis, 

sehingga efektivitas program kesehatan tidak tercapai secara maksimal (R. Gonzalez & 

Harper, 2020). 

Tantangan dalam aspek penegakan regulasi juga cukup kompleks. Meskipun 

Undang-Undang telah mengatur sanksi bagi pelanggaran, proses penegakan sering kali 

menghadapi kendala, terutama dalam kasus yang melibatkan institusi besar. Kurangnya 

pengawasan dan penguatan hukum menyebabkan sejumlah pelanggaran yang 

berkaitan dengan layanan kesehatan tidak tertangani dengan baik. Akibatnya, tujuan 

keadilan dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan belum tercapai (M. Lee & Wong, 

2020). 

Dari sisi teknologi, pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam 

pelayanan kesehatan masih jauh dari merata. Teknologi digital seperti rekam medis 

elektronik, telemedicine, dan sistem pencatatan kesehatan diharapkan dapat 

mempercepat proses kerja dan meningkatkan akses kesehatan. Namun, kendala seperti 

kurangnya infrastruktur digital, tidak meratanya konektivitas internet, dan minimnya 

pelatihan tenaga medis untuk menggunakan teknologi menjadi penghambat utama (M. 

Lee & Wong, 2020). 

Selain itu, resistensi dari beberapa pihak terkait adalah tantangan lain yang tak 

bisa diabaikan. Kebijakan yang disusun sering kali mengubah sistem yang sudah 

berjalan, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atau terbebani oleh 

perubahan tersebut. Sebagai contoh, regulasi mengenai kewajiban jaminan kesehatan 

sering kali mendapat tentangan dari institusi tertentu karena dianggap membebani 

anggaran mereka. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi 

yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait (Nguyen & Lee, 
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2022). Pemerintah harus meningkatkan komitmen untuk memperluas akses kesehatan, 

memperbaiki sistem birokrasi, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Selain itu, 

masyarakat juga perlu lebih aktif dalam memahami dan memanfaatkan hak mereka 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan kerja sama yang 

terintegrasi dari berbagai pihak, implementasi kebijakan kesehatan di Indonesia dapat 

diwujudkan secara lebih efektif dan menyeluruh. 

 
Kesimpulan 

Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan merupakan langkah krusial 

dalam reformasi sistem kesehatan nasional. Regulasi ini dirancang untuk meningkatkan 

aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Kajian terhadap 

regulasi ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang signifikan untuk menyelaraskan 

berbagai elemen dalam sistem kesehatan, termasuk kepastian hukum bagi tenaga 

medis, peningkatan infrastruktur kesehatan, serta integrasi teknologi informasi dalam 

layanan kesehatan. Selain itu, regulasi ini memperkuat hak-hak pasien dan menciptakan 

kerangka kerja yang lebih jelas bagi penyedia layanan kesehatan. Namun, tantangan 

muncul dalam hal harmonisasi peraturan daerah dengan undang-undang kesehatan 

baru, yang membutuhkan koordinasi yang intensif. 

Meskipun regulasi ini menawarkan solusi yang inovatif, tantangan 

implementasinya cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan 

sumber daya manusia yang kompeten dan memadai untuk menjalankan berbagai 

program kesehatan sesuai dengan undang-undang baru. Ini disertai dengan kebutuhan 

untuk melatih dan mengedukasi tenaga kesehatan sesuai standar baru yang ditetapkan. 

Selain itu, aspek pendanaan dan alokasi anggaran juga menjadi perhatian utama, 

mengingat skala reformasi yang diupayakan. Banyak daerah yang berpotensi 

menghadapi kendala dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, terutama 

yang terkait dengan pengembangan infrastruktur dan penguatan sistem teknologi 

informasi kesehatan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan 

untuk mengatasi tantangan ini. 

Secara keseluruhan, pengesahan Undang-Undang Kesehatan merupakan 

langkah progresif dalam meningkatkan sistem kesehatan nasional. Meskipun terdapat 

tantangan implementasi yang cukup signifikan, komitmen pemerintah dalam 

mewujudkan reformasi ini patut diapresiasi. Keberhasilan undang-undang ini sangat 

ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan isu ketersediaan 

sumber daya dan mengoptimalkan koordinasi antar berbagai pihak terkait. Dalam 

jangka panjang, bila diimplementasikan dengan baik, regulasi ini berpotensi untuk 

membawa perubahan positif yang substansial bagi layanan kesehatan nasional, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 
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